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BAB 

1 SELUK BELUK UMUM HUKUM PERDATA  

 

 

A. Sejarah Hukum Perdata 

Kata “hukum perdata” dalam arti luas meliputi semua 

hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang 

mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Kata 

“perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”. 

Selain kata “perdata” juga dipakai istilah “hukum sipil” dan 

hukum privat.  

Dari sisi historis, merdekanya Negara Indonesia pada 17 

Agustus 1945 melalui UUD 1945 sebelum amandemen eksistensi 

hukum perdata diakomodasi dalam Pasal II Aturan Peralihan. 

Kemudian adanya perubahan konstelasi politik dan 

ketatanegaraan, diakomodasi dalam Pasal 192 Konstitusi RIS 

(Republik Indonesia Serikat), Pasal 142 UUDS (Undang-Undang 

Dasar Sementara) 1950, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan 

sekarang, Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Amandemen I-IV.  

Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 

Amandemen I-IV, bahwa segala peraturan perundang-

undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, maka 

berbagai produk hukum yang dibuat semasa Pemerintahan 

Hindia Belanda seperti Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Wetboek van 

Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Burgerlijk 

Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata), dan lain-lain tetap berlaku hingga sekarang 

SELUK BELUK UMUM 

HUKUM PERDATA 
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BAB 

2 HUKUM PERKAWINAN 

 

 

A. Perkawinan dalam Pandangan KUH Perdata dan di Masa 

Sekarang 

Di dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak 

dengan tegas diatur dalam salah satu pasal, namun dapat 

disimpulkan dari beberapa ketentuan yang mengatur mengenai 

perkawinan seperti Pasal 26 KUH Perdata memandang soal 

perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan 

Pasal 27 perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 

menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia-mensetia, 

tolong menolong dan bantu membantu. 

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan maka ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam 

KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen 

(Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), 

Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde 

Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang 

mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. 

 

B. Anak Kawin dan Luar Kawin/Anak Zina 

Anak kawin dalam hal ini adalah anak yang sah, adalah 

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan 

yang sah. Kemudian anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 ayat 

(1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang 

HUKUM PERKAWINAN 
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BAB 

3 DOMISILI DAN PENCATATAN SIPIL  

 

 

A. Arti Penting Domisili 

Domisili atau dengan nama lain tempat kediaman diatur 

dalam Pasal 17 sampai dengan 25 KUH Perdata. Vollmar dan Sri 

Soedewi Masjchoen memberikan pengertian tempat kediaman 

adalah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. 

Perbuatan hukum di sini adalah suatu perbuatan yang 

menimbulkan akibat hukum. Misalnya jual-beli, sewa-

menyewa, tukar-menukar, hibah, beli sewa, leasing, dan lain-

lain. Adapun tujuan dari penentuan domisili adalah untuk 

mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan 

hukum dengan pihak lainnya. 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang 

terkandung dari rumusan domisili, yaitu: 

1. Adanya tempat tertentu (tetap atau sementara); 

2. Adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut; 

3. Adanya hak dan kewajiban; 

4. Adanya prestasi.  

Domisili dapat dibedakan menurut sistem hukum yang 

mengaturnya. Pada sistem hukum Common Law, domisili dibagi 

menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

1. Domicili of origin, adalah tempat tinggal seseorang ditentukan 

oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya 

yang sah; 

DOMISILI DAN 

PENCATATAN SIPIL 
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BAB 

4 HUKUM BENDA 

 

 

A. Konsep Benda 

Pengertian benda (zaak) secara yuridis adalah segala 

sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi obyek hak 

milik (Pasal 499 KUH Perdata). Macam-macam benda menurut 

KUH Perdata yakni: 

1. Benda tak bergerak dan benda bergerak; 

2. Benda yang dapat musnah dan benda yang tetap ada; 

3. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat 

diganti; 

4. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tak dapat dibagi; 

5. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tak 

diperdagangkan. 

 

B. Konsepsi Hak dan Macamnya 

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum melindungi 

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini 

dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan 

kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut 

sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam 

masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya 

kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum 

kepada seseorang. 

HUKUM BENDA 
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BAB 

5 HUKUM WARIS 

 

 

A. Waris pada Umumnya 

Ketentuan mengenai hukum waris diatur dalam Buku II 

KUH Perdata mulai Pasal 830 s.d Pasal 1130 KUH Perdata. Selain 

itu juga diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Adapun 

pengertian hukum waris tidak dijumpai dalam KUH Perdata. 

Namun diketemukan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 

pada Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang 

berbunyi, “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur 

tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 

waris dan berapa bagian masing-masing”. Pengertian di atas 

terkhusus bagi pemeluk agama Islam. 

Beberapa pengertian hukum waris menurut para pakar 

antara lain: 

1. Vollmar 

Beliau berpendapat, “hukum waris adalah 

perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi 

keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang 

mewariskan kepada warisnya”. 

2. A. Pitlo 

Beliau berpendapat, “hukum waris adalah kumpulan 

peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena 

wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan 

yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan 

HUKUM WARIS 
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BAB 

6 HUKUM PERIKATAN 

 

 

A. Pengertian dan Istilah 

Istilah perikatan dalam bahasa Belanda yakni verbintenis 

dan overeenkomst. Para ahli memaknainya bermacam-macam. 

Misalnya Subekti dan Tjiptosudibio menggunakan istilah 

perikatan untuk verbintenis dan persetujuan untuk overeenkomst, 

Utrecht mengistilahkan perhutangan untuk verbintenis 

sedangkan perjanjian untuk overeenkomst, sedangkan Achmad 

Ichsan menerjemahkan verbintenis dengan perjanjian dan 

overeenkomst dengan persetujuan. Sri Soedewi Masjchoen 

menyebut perikatan dengan istilah perutangan. Sedangkan J. 

Satrio menggunakan istilah perikatan dan perjanjian. Ada juga 

yang mengistilahkan perjanjian dengan kontrak yang berasal 

dari bahasa Inggris (contract). 

KUH Perdata tidak memberikan pengertian tentang 

perikatan walaupun Buku III KUH Perdata berjudul “tentang 

Perikatan”, tetapi menurut sejarahnya verbintenis berasal dari 

perkataan Perancis obligation yang terdapat dalam Code Civil 

Perancis yang selanjutnya merupakan terjemahan dari 

perkataan obligation yang terdapatdalam hukum Romawi corpus 

iuris civilis di mana penjelasannya terdapat dalam Institutione 

Justianus. Beberapa definisi perikatan menurut pakar antara lain: 

1. Assers memberikan pengertian perikatan adalah sebagai 

suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 

dua orang atau lebih berdasarkan mana orang yang satu 

HUKUM PERIKATAN 
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BAB 

7 PEMBUKTIAN DAN LEWAT  WAKTU  

 

 

A. Pembuktian 

Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa setiap orang 

yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna 

meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak 

orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 

membuktikan adanya hak dan peristiwa tersebut. Maknanya 

bahwa misalkan si Fulan mempunyai mobil yang telah lunas 

perjanjian jual beli mobil dengan si Amang. Manakala si Amang 

menagih pelunasan dan hendak mengambil mobil tersebut, 

maka si Fulan berhak mempertahankan mobilnya dengan 

menunjukkan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), 

kuitansi pembayaran jual beli dan berkas-berkas pendukung 

lain yang menunjukkan bahwa ia adalah pemilik yang sah atas 

mobil tersebut. Sebaliknya si Amang juga harus membuktikan 

bahwa perjanjian jual beli tersebut belum sah atau masih ada 

yang belum dipenuhi. 

Hukum pembuktian diatur di dalam Pasal 1865 s.d Pasal 

1945 KUH Perdata. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, ada 5 

(lima) alat pembuktian yang sah, antara lain: 

1. Surat; 

2. Kesaksian; 

3. Persangkaan;  

4. Pengakuan; 

5. Sumpah.  

PEMBUKTIAN DAN 

LEWAT WAKTU 
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